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WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SORONG,

bahwa untuk mengoptimalkan upaya peningkatan Pendapatan
Asli Daerah Kota Sorong, maka Peraturan Daerah Kota Sorong
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
perlu diubah dan disesuaikan dengan kenyataan yang ada di
lapangan dan perkembangan perekonomian dewasa ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sorong
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatsblad
Tahun 1926 Nomor 226 yang dirubah dan ditambah dengan
Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209 );

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor S Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 018 /PUU-1/2003;
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang
Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap
Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan
WALIKOTA SORONG,

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

- Ketentuan pada paragraf 3 dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (4) Peraturan
Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Sorong
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) tentang
Retribusi Perizinan tertentu, diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

A. Rumus perhitungan Retribusi Izin Gangguan, Klasifikasi dan Tarif
Lingkungan (T) khusus untuk Pergudangan penyimpanan minuman
beralkohol, sehingga berbunyi :

- Retribusi Izin Gangguan = LRUx GxLxTxJ

Keterangan :
LRU : Nilai Luas Ruang Usaha

“3C0

: Penetapan Indeks Gangguan (G)

: Penetapan indeks Lokasi (L)

: Tarif Lingkungan (T) Pergudangan

: Jumlah karton minuman beralkohol yang diadakan selama
1 (satu) Tahun

- Klasifikasi dan Tarif Lingkungan (T) sebagai berikut :

No. Lingkungan Usaha Tarif Lingkungan (T)
1. | Lingkungan Pertokoan Rp. 600,-

2. | Lingkungan Pemukiman Rp. 650,-

3. | Lingkungan Pasar Rp. 750,-

4. | Lingkungan Industri Rp. 800,-

5. | Lingkungan Sosial Rp. 850,-

6. | Lingkungan Pergudangan Rp. 900,-
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B. Pasal 14 ayat (4) Nomor Urut 7 yaitu Tarif Lingkungan (T) khusus untuk
Lingkungan Pertambangan diubah menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima
ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 1 - 9 - 2015

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU
Diundangkan di Sorong
pada tanggal 1-9-2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 10/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan tidak bisa
mengakomodir kenyataan di lapangan khususnya untuk retribusi izin
gangguan mengenai pergudangan untuk menyimpan minuman beralkohol.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali dan
dilakukan perubahan yaitu dengan mengubah rumusan dan tarif lingkungan
tentang Retribusi Izin Gangguan khusus objek retribusi pergudangan untuk
menyimpan minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 15
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WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2015



